KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOM OR 556/KMK.03/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000
TENTANG
TATACARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN
DANA ALOKAS KHUSUS
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :
bahwa untuk mel aksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan

Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatacara Penya uran Dana Alokas Umum dan
Dana Alokas Khusus,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No.
3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 No. 70,
Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Proping sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 No. 54,
Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 No. 201, Tambahan Lembaran Negara No.
4021);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 151 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PENYALURAN
DANA ALOKAS UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokas Umum yang sdlanjutnya disebut DAU addah dana yang berasal
dari APBN, yang didokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk membiaya kebutuhan pengel uarannya ddam rangka

pel aksanaan desentraisas.

2. Daftar Alokas Dana Alokas Umum yang selanjutnya disebut DADAU addah
dokumen anggaran yang disamakan dengan Daftar ISan Proyek (DIP)/Daftar
Isan Kegiatan (DIK) yang menampung penyediaan aokas DAU untuk masing-
masing propins/kabupaten/kota.

3. DanaAlokas Khusus yang sdlanjutnya disebut DAK adalah dana yang dapat
diaokaskan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai
kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana ddam APBN.

4. Daftar Alokas Dana Alokas Khusus yang selanjutnya disebut DADAK addah
dokumen anggaran yang disamakan dengan Daftar ISan Proyek (DIP)/Daftar
Isan Kegiatan (DIK) yang menampung penyediaan dokas DAK untuk masing-
measing propins/kabupaten/kota

5. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut DPOD adaah
dewan yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Sekretaris Negara, menteri lain sesual kebutuhan, perwakilan Asosas Pemerintah
Daerah dan wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Dagrah.

BAB Il
DANA ALOKASI UMUM
Pasal 2

(1) Jumlah DAU dihitung atas dasar persentase yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dadam tahun anggaran bersangkutan,



sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari proyeks penerimaan
dalam negeri satelah dikurangi aokas bagi hesll.

(2) Alokas DAU sebagaimana dimaksud daam ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

a. Untuk proping sebesar 10% (sepuluh persen)
b. Untuk kabupaten/kota sebesar 90% (sembilan puluh persen).
(3) Pembagian DAU untuk masing-masing propins dan kabupaten/kota
ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul DPOD sesual ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104
Tahun 2000.
Pasal 3

(1) Setigp awal tahun anggaran Direktur Jenderd Anggaran menerbitkan DA-
DAU sesua Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud daam Pasdl 2 ayat (3)

(2) DA-DAU berlaku sebagal Surat Keputusan Otorisas (SKO).

Pasal 4
(1) Direktur Jenderd Anggaran menyampakan DA-DAU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 kepada masing-masing gubernur dan bupeti/walikota serta Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) bersangkutan.
(2) Atas dasar DA-DAU, gubernur/bupati/walikota menggukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada KPKN setempat enam hari kerja sebelum tangga 1
(satu) bulan berikutnya sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu yang tercantum
dalam DA-DAU dengan dilampiri bukti penerimaan (kuitang).
(3) Atas dasar SPP tersebut KPKN menerbitkan SPM-LS atas nama
gubernur/bupati/walikota pada rekening kas daerah masing-mesing
propins/kabupaten/kota

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal Tata Cara Pencairan DAU diatur oleh
Direktur Jenderd Anggaran.

BAB Il
DANA ALOKASI KHUSUS

Pasal 5



(1) DAK terdiri dari :

a Dana untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara
umum dengan menggunakan rumus adokas umum

b. Dana untuk membiaya program-program yang merupakan komitmen
atau prioritas nasiond

c¢. Danauntuk reboisas, yang diambil dari bagian daerah yang ditetapkan
sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan danareboisas tahun
anggaran bersangkutan

(2) Jumlah DAK ditetapkan daam APBN
Pesal 6
Atas usul daerah serta dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah, Menteru teknis terkait dan instans yang membidangi perencanaan
pembangunan nasiona, Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderd Anggaran
mengal okasikan DAK kepada daerah.
Peasal 7
(1) Atas dasar DAK yang ditetapkan daam APBN Direktur Jenderal Anggaran
menerbitkan dan menyampaikan DA-DAK dilampiri daftar/rincian proyek yang
disetujui kepada gubernur/bupati/wadikota, Kanwil DJA dan KPKN bersangkutan
(2) DA-DAK berlaku sebagai SKO
Pasdl 8
(1) Atas dasar DA-DAK dan lampirannya sebagaimana dimaksud dadam Pasal 7
ayat (1), gubernur/bupati/walikota menyusun Daftar ISan Proyek Daerah
(DIPDA) dan mengirimkan 1 (satu) eksemplar kepada Kanwil DJA.
(2) Dadam hal terdapat kesesuaian antara DIPDA dengan DA-DAK dan
lampirannya, Kanwil DJA memberitahukan kepada KPKN DIPDA yang dapat
dibiaya dari DA-DAK

(3) Daam hal tidak terdapat kesesuaian antara DIPDA dengan DA-DAK dan
lampirannya, Kanwil DJA mengembalikan DIPDA dimaksud untuk direvis.

Pasal 9



(1) Gubernur/bupati/walikota menggjukan SPP untuk masing-masing proyek yang
tercantum dalam DA-DAK ke KPKN dengan dilampiri bukti pembayaran
(kuitand)

(2) KPKN menerbitkan SPM-L S atas nama gubernur/bupati/walikota pada
rekening kas daerahmasing-masing propins/kabupaten/kota yang khusus untuk
menampung DAK

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan DAK diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderd Anggaran.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 10

(1) KPKN menyampaikan laporan redisas penyauran Dana Alokas Umum dan
Dana Alokas Khusus secara triwulanan kepada Kanwil DJA

(2) Kanwil DJA membuat rekapitulas 1gporan redisas Dana Alokas Umum dan
Dana Alokas Khusus dari KPKN dimaksud dan menyampaikannya secara
berkala kepada Direktur Jenderal Anggaran
(3) Tatacara peaporan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendera Anggaran.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran ggji pegawai bulan Januari 2001,
kepada masing-masing pemerintah daerah proping/kabupatervkota dapat
diberikan uang muka DAU

(2) Tata cara penyduran uang muka DAU diatur lebih [anjut oleh Direktur
Jendera Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12



Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka ketentuan lain yang
bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulal berlaku padatanggd 1 Januari 2001.

Agar stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesa.

Ditetapkan di Jakarta

pada tangga 26 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO



